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 Menimbang : a. Bahwa dalam perspektif regional dan nasional, Tindak Pidana Sumber
2 ) Daya -Alam Lintas Negara menunjukan:-tren kejahatan \i/ang sudah sangat

C J = terorganisir rapi, solid dengan sasarariyang strategis dan spesifik;

b. Bahwa penanganan perkara Sumber Daya Alam Lintas Negara harus
cepat dengan tetap memperhafikan | ketelitian, - becermatan dalam
penerapan hukum pidana formil madpun hukum pidana materiil;

c. Bahwa dalam proses pra penuntutan -dan penunti.ltan pada perkara
Sumber Daya Alam Lintas Negara sangat penting peran aktif dan
kemampuan Jaksa dalam mengarahkan para’ penyidik dalam

o mengungkapkan pembuktikan menurut hukum; f 3

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruh b, dan huruf ¢ dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas
Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara yang mampu
mengorganisasikan dan mengkoordinasikan -kegiatan penegakan hukum
dalam penanganan Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara.
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Mengingat Undang-undang homor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
o S (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76 Tambahan
U . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3258);. -

2. Uhdang-Undahg Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kjejaksaan Republik
Indonesia -(Lembaran Negara Tahun P004 _Nomor| : 67 Tambahan .
Lembaran Negara Nomor : 3451); ‘

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tiahun 1999 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

. 4. Keputusan Jaksa Agung Nomor : 115/A/JA/10/1999 tentang Susunan
. - Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana
o telah diubah terakhir dengan Kepja Nomor : 558/A/JA/12/2003 tanggal
SR 17 Desember 2003. |
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MEMUTUSKAN |

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN

(1)

(2)

SATUAN TUGAS SUMBER DAYA ALAM L;INTAS NEGARA.
: | l

BAB I

i
KEDUDUKAN, TUGAS, DA FJFGSI | l
i

Pasal 1

Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara pada Jaksa Agung flMuda' Tindak Pidana
Umum yang selanjutnya dafam Peraturan ini disebut Satuan Tugas adalah institusi
kelengkapan Jaksa Agung Republik Indonesia yang dibentuk_d'an bertugas untuk
menangani perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Pembalakan
Hutan, Tindak Pidana Pertambangan Illegal, dan Tindak Pidana Illegal Fishing dan
Satwa Liar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  Satuan Tugas secara !teknis administratif

teknis operasional berada di bawah pengendalian Jaksa Agung

Republik Indonesia

- bertanggungjawab kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana UmuT sedangkan secara

yang dalam -pelaksanaannya dapat didelegasikan keplada Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana Umum;

(3) Satuan Tugas berkedudukan di Kejaksaan Agdhg.dan daerah
seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia

Pasal 2

hukumnya meliputi

Satuan Tugas mempunyal tugas dan wewenang melakukan pra penuntutan, pemeriksaan
tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap ‘pelaksanaan

| putusan pelepasan

bersyarat dan tindakan hukum lainpya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan kebijaksanaan yang dite€abkan oleh Jaksa Agung Republik In

Pasal 3

donesia.

menyelenggarakan fungsi :

" Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam basal "2, Satuan Tugas

a. merumuskan rencana dan program kerja serta laporian pélaksana'anny;a;
b. menyiapkan rumusan kebijaksanaan teknis di bidarjg pra penuntutan, berupa pemberian

bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis; |
c. menerima laporan pemberitahuan dimulainya penyldikan dan pengt
penelitian, pengolahan, pengadministrasian berkas p: rkara dan
-kelengkapan. berkas perkara termasuk pemeriksaan tami:? han;
d. Mengendalikan, mengkoordinasikan dan menga asi | pelaksanaar

u;antian penUntutan,

Tenyiapkan bahan

penyidikan serta

meningkatkan penguasaan teknis penyidikan;

e. Menelaah terhadap data dan laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai penuntutan,
. penghentian penuntutan, serta penggunaan upaya hukum, grasi, eksekusi dan

eksaminasi; . o



Satuan Tugas terdiri dari :

b e

Menyiapkan pendapat dan saran yang berhubungan dengan penur}tutan, penghentian
penuntutan, serta penggunaan upaya hukum, grasi, eksekusi dan eksaminasi;
mengumpulkan data dan laporan darl Kejaksaan- didaerah mengenai pelaksanaan pra
penuntutan, tahanan, barang bukti, barang sitaan yang berhubungan dengan
penuntutan, penghentian penuntutan, serta penggunaan upaya hukum, grasi, eksekusi
dan eksaminasi ' |

melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lain dan lembaga terkait lainnya
baik di dalam maupun iuar negeri yang berhubungan dengan penanganan Tindak Pidana
Sumber Daya Alam Lintas Negara; ,
Membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritds aparat Kejaksaan
RI dalam penanganan perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tindak Pidana
Pembalakan Hutan, Tindak Pidana Pertambangan Illegal, dan” Tindak Pidana Illegal
Fishing dan Satwa Liar.

Pasal 4

Ketua;

Sekretariat; ‘ '

Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup;

Unit Tindak Pidana Pembalakan Hutan;

Unit Tindak Pidana Pertambangan Illegal; S

Unit Tindak Pidana Illegal Fishing dan Tindak Pidana Satwa Liar.

BAB II
KETUA ‘

Pasal .5 |

pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan pen¢tapa hakim dan|putusan pengadilan

Ketua mempunyai tugas dan wewenang sebagai kq)%?rdin tor pelaksana pra penuntutan,

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan
pelepasan bersyarat dan tindakan "Pukum lainnya dalam rangka pemberantasan Tindak

Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara. oo

“Pasal6 -

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua Satuan Tugas
menyelenggarakan fungsi : :

a.

. penanganan dan penyelesaian perkara; | :
memberikan pertimbangan, arahan, dan pedoman kepada Kejaksajap di daerah dalam

b, huruf ¢, dan huruf d kepada pimpinan Kejaksaam Agu ig RL

Menyiapkan rumusan kebijakan penanganan dan penyelesaian perkara pada tahap pra
penuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi.dan eksaminasi'berupa bimbingan,

pembinaan dan petunjuk teknis; . a |
menerima laporan pemberitahuan dimulainya peinyidikan dan laporan perkembangan

menyusun petunjuk kepada penyidik guna melengklapi hasil penyidikannya;
Menyampaikan laporan atas seluruh kegiatan sebagaimapna tersebut dalam huruf a, huruf

i i
i




|
BAB III |
o :
SEKRETARIAT

Pasal 7 ‘
|

Sekretartat bertugas melaksanakan kegiatan di bidang ketafa usahaan, penyusunan rencana
dan program kerja, kerumah tanggaan, dokumentasi dan perpustakaan

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi : |
a. menyusun rumusan rencana dan program kerja satiian tugas yang dikerima dari masing-
masing sub unit dan laporan pelaksanaannya;
b. menyiapkan bahan laporan dan administrasi lainnyauntuk Ketua Satuan Tugas;
c. menyiapkan keperluan, urusan kerumahtanggaan satuantugas;
d. melakukan dokumentasi dan perpustakaan satuan tx’gas. '

BAB 1V

UNIT TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP |

Pasal 9

Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup bertugas menindaklanjuti pemberitahuan dimulainya
penyidikan, melaksanakan pengelolaan/pengadminsitrasian berkas perkara, melakukan
penuntutan dan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi, serta pendumpulan data dan
laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan, penuntutan dan
upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dalam perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

!
Pasal 10 X ‘

" Dalam melaksanakan tugas pra penuntutan sebagaimana; dimaksud" dalam Pasal 9, Unit

Tindak Pidana Lingkungan Hidup menyelenggarakan fu gsi

a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang pra penu tLita_., berupa pe 'berian bimbingan,
pembinaan dan petunjuk teknis pra penuntutan; ' |

b. menerima pemberitahuan  dimulainya  penyidikan, melaksanakan  pengelolaan
/pengadministrasian perkara, melakukan penelitian dan memberikan| petunjuk dan atau
melakukan pemeriksaan tambahan guna kelengkapan berkas perkara serta menerima
Japoran penghentian penyidikan;

c. ‘mengumpulkan, mengelola, mengadministrasikan dan.menyusun laporan dari Kejaksaan
daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan;

d. menyiapkan bahan pertimbangan dalam pemberian pedoman kepada Kejaksaan daerah

. dalam rangka menyampaikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi hasil
penyidikannya. |




wnd

e. menyiapkan pemberian bimbingan dan petunjuk dalam pengumpulan, penelitian,

pengelolaan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan daerah dan
instansi lain; ‘ :

I
Pasal 11 | |

Dalam melaksanakan .tugas penuntutan dan upaya hEku | sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup, menyele gga' akan fungsi |:
a.

b.

C.

menyiapkan rumusan kebijakan dibidang penuntutﬁn berupa bimbinggn Penuntutan.dan
upaya hukum; - : ! | ’ ' '

menelaah data dan laporan darl Kejaksaan daerah mengenai perkembangan penuntutan,
penghentian penuntutan serta upaya hukum dan grasi; : .
menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan administrasi yang balrhubungan dengan .
kegiatan penuntutan, penghentfan penuntutan, upaya hukum dan grasi;

.mengumpulkan data dan laporan dari Kejaksaan daerah berkenaan pelaksanaan

penuntutan, tahanan, barang bukti/barang sitaan yang berhubtngan dengan kesiapan
penuntutan, penghentian, upaya hukum dan grasi; :

mengelola, menelaah dan menyampaikan pendapat terhadap data dan laporan dari
Kejaksaan daerah mengenai penuntutan, perlawanan, penghentian |penuntutan, upaya

hukum dan grasi.

Pasal 12 !

|
!

Dalam melaksanakan tugas eksekusi dan eksaminasi s baggimana dimaksud dalam Pasa! 9,

unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup menyelenggaraka fungsi :

a. - menyiapkan rumusan kebijakan dibidang eksekus dar’ eksaminasi| berupa pemberian

b.

bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis eksekusi dan |eksaminasi; i
menelaah data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai eksekusj dan pengawasan
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempun’yai kekuatan hu]kum serta kegiatan
eksaminast. A o '
menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan
eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yangl telah mempunyai
kekuatan hukum tetap serta kegiatan eksaminasi; S :
mengelola, menelaah, menyampaikan pendapat mengenai eksekusi dan pengawasan
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta

kegiatan eksaminasi; -

BABV |
b
UNIT TINDAK PIDANA PEMBALAKAN HUTAN

Pasal 13

Unit Tindak Pidana Pembalakan Hutan bertugas menindaklanjuti perhbertahuan dimulainya
penyidikan, melaksanakan pengelolaan/administrasi berkas perkara, melakukan penuntutan
dan upaya hukum, cksekusi dan eksaminasi, serta pengumpulan data dan laporan dari
Kejaksaan di daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan, penuntutan dan upaya hukum,
eksekusi dan eksaminasi dalam perkara Tindak Pidana Pembalakan Hutaq.




Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit

Tindak Pidana Pembalakan Hutan menyelenggarakan fungsi : _

a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang pra penuntutan, berupa pe%berian bimbingan,
pembinaan dan petunjuk teknis pra penuntutan; -

b. menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan, melaksanakan pengelolaan
/pengadministrasian perkara, melakukan penelitiarj dan jmemberikan petunjuk dan atau
melakukan pemeriksaan tambahan guna kelengkapan Ferkas perkata serta menerima
laporan penghentian penyidikan; ‘ .

¢. mengumpulkan, mengelola, mengadministrasikan dan 'enyusuﬁ"'lapo‘an dari Kejaksaan
daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan; .

d. menyiapkan.bahan pertimbangan dalam pemberign pedpman kePada Kejaksaan daerah
dalam rangka menyampaikan petunjuk kepadg penyidik guna melengkapi hasil
penyidikannya. '

e. menyiapkan pemberian bimbingan dan petunjuk dalam penguimpulan, penelitian,
pengelolaan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan daerah dan
instansi lain;

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas penuntutan dan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Unit Tindak Pidana Pembalakan Hutan, menyelenggarakan fungsi ,
a, menyiapkan rumusan kebijakan dibidang penuntutan berupa bimbingan penuntutan dan
upaya hukum; : l '
b. menelaah data dan laporan dari Kejaksaan daerah meng'enai perkembangan penuntutan,
penghentian penuntutan serta upaya hukum dan grasi;
c. menyiapkan pendapat, saran dan kelangkapan adi inistrasi yang berhubungan dengan
* kegiatan penuntutan, penghentian penuntutan, upaya hukurh dan grasi;
d. mengumpulkan data dan laporan dari Kejaksaan aerah berkenaan pelaksanaan
penuntutan, penahanan, barang bukti/barang sitaa yan berhublingan dengan kesiapan
penuntutan, penghentian, upaya hukum dan grasi;
e. mengelola, menelaah dan menyampaikan pendapat terhadap data dan laporan dari
Kejaksaan daerah .mengenai peruntutan, perlawanan, penghentian penuntutan,” upaya

hukum d_an grasi.

£

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas eksekusi dan eksaminasi sebagaimana dimalﬁsud dalam Pasal 13,

unit Tindak Pidana Pembalakan Hutan menyelenggarakan fungst : |

a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang eksekusi dan eksaminasi| berupa pemberian
bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis eksekusi dan-eksaminasi; ! '

b. menelaah data dan laporan dari Kejaksaan daerahl mengenai eksekusi dan pengawasan

. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hlikum serta kegiatan
" eksaminasi. . !

c. menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan administrasi yang bgrhubungan dengan
eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan| pe gadilan yang | telah mempunyai
_kekuatan hukum tetap serta kegiatan eksaminasi; i 1 |

.-t



T,

d.

mengelola, menelaah, menyampaikan pendapat rheng nai eksekusi

dan pengawasan
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan |jukum tetap serta
kegiatan eksaminasi; ‘
mengelola, menelaah, menyampaikan pendapat| engenai eksekus dan pengawasan
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan |:ukum tetap serta
kegiatan eksaminasi.

BAB VI 1 '
UNIT TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEC-EAL

Pasal 17 .

Unit Tindak Pidana Pertambangan Ilegal bertugas menindaklanjuti pemberttahuan dimulainya
penyidikan, melaksanakan pengelolaan/pengadminsitrasian berkas perkara, melakukan
penuntutan dan upaya hukum, eksekusi dan eksamnasu, serta pengumpulan data dan
laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan, penuntutan dan
upaya hukum, eksekusi dan eksaminasj dalam perkara Ti Tindak Pidana Perta mbangan Ilegal.

Pasal 18

| | t

Dalam melaksanakan tugas pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Unit

Tindak Pidana Pertambangan Ilegal menyelenggarakan fungsi :
a.

b.

menyiapkan rumusan kebijakan dibidang pra penuntutan, berupa pemberian bimbingan,
pembinaan dan petunjuk teknis pra penuntutan;
menerima  pemberitahuan  dimulainya penyldakan melaksanakan pengelolaan
/pengadministrasian perkara, melakukan penelitian dan memberikan petunjuk dan atau
melakukan pemeriksaan tambahan guna kelengkapan berkas perkara serta menerima
laporan penghentian penyidikan;

mengumpulkan, mengelola, mengadministrasikan dan menyusun laporan dari Kejaksaan
daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan; '

menyiapkan bahan pertimbangan dalam pemberian pedoman kepada KeJaksaan daerah
dalam rangka menyampaikan petunJuk kepada penyidik gunal melengkapi hasil
penyidikannya.
menyiapkan pemberian bimbingan dan petunjuk dalam pengumpulan, penelitian,
pengelolaan dan penelaahan serta pengadministrasian Iaporan dari Kejaksaan daerah dan

instansi lain;

‘Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penuntutan dan upaya hukum- sebagaimapa dimaksud dalam
Pasal 17, Unit Tindak Pidana Pertambangan Ilegal, menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

c.

menyiapkan rumusan kebijakan dibidang penuntutan berupa blmbln%]an penuntutan dan
upaya hukum;

menelaah data dan laporan darl Kejaksaan daerah mengenai perkembangan penuntutan
penghentian penuntutan serta upaya hukum dan grasi;

menyiapkan pendapat,-saran dan kelangkapan administrasi yang berhubungan dengan

. kegiatan penuntutan, penghentian penuntutan, upaya hukum dan grdsr
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|

d. mengumpulkan data dan laporan dari Kejaksaan daerah berkenaan pelaksanaan
penuntutan, tahanan, barang bukti/barang sitaan yang berhubungan dengan kesiapan
penuntutan, penghentian, upaya hukum dan grasi; |

e. mengelola, menelaah dan menyampaikan pendapat terhadap data dan laporan dari
Kejaksaan daerah mengenai penuntutan, perlawanan, penghentian penuntutan, upaya
hukum dan grasi.. :

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas eksekusi dan eksaminasi sebagaimana qima xsud dalam Pasal 9,

unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup menyelenggarakéln fungsi : :

a. menyiapkan .rumusan kebijakan dibidang eksekusi dad eksaminasi| berupa pemberian
bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis eksekusj dan|eksaminasi;

b. menelaah data dan laporan darl Kejaksaan daerah| mengenai eksekusi dan pengawasan
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyaj| kekuatan hikum serta kegiatan
eksaminasi. : | l T i ,

c. menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan administrasi yang btie[hubungan -dengan
eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan’ pengadilan yan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap serta kegiatan eksaminas; _

d. mengelola, menelaah, menyampaikan pendapat mengenai eksekusi dan pengawasan
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan|hukum tetap serta

kegiatan eksaminasi;

BAB VI

UNIT TINDAK PIDANA ILLEGAL FI?HING DAN TINDAK

|

Pasal 21 '
Unit Tindak Pidana Illegal Fishing Dan Tindak Pidan Pea%elundup n Satwa Liar bertugas
menindaklanjuti  pempberitahuan ”dTmu}ainya penyidika melaksanakah pengelolaan/
pengadministrasian berkas perkara, melakukan penuntutan 'dan upaya hukum, eksekusi dan
eksaminasi, serta pengumpulan data dan laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai
pelaksanaan pra penuntutan, penuntutan dan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dalam
perkara Tindak Pidana lliegal Fishing dan Tindak Pidana Penyelundupan ?atwa Liar.

! i
PIDANA PENYELUNDUPAN SATVlVA LIAR

Pasal 22

Dalam -melaksanakan tugas pra penuntutan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 9, Unit
Tindak Pidana Illegal Fishing dan Tindak Pidana Penyelundupan ~Satwa Liar

m{enyelenggarakan fungsi : . ' |
a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang pra penuntutan, berupa pemberian bimbingan,
pembinaan dan petunjuk teknis pra-penuntutan; L |
ikan

b. menerima pemberitahuan  dimulainya  penyl | melaksanakan pengelolaan

melakukan pemeriksaan tambahan guna kelengk: pan,berkas perkgra serta menerima
laporan penghentian penyidikan; ‘

/pengadministrasian perkara, melakukan penelitian dan’ memberikan |petunjuk dan atau

.-



c. mengumpulkan, mengelola, mengadministrasikan dan m’enyusun IapciJran dati Kejaksaan
daerah mengenai pelaksanaan pra penuntutan;
d. menyfapkan bahan pertimbangan dalam pemberiaq' pedoman kepada|Kejaksaan daerah
dalam rangka menyampaikan petunjuk kepadg pepyidik guna melengkapi hasil
penyidikannya. - : : ‘ ‘
e. menyiapkan pemberian bimbingan dan petunjhk dalam perimgumpulan, 'peneliﬁan,
pengelolaan dan penelaahan serta pengadministras!i, n lainoran dari Kejaksaan daerah'dan
instansi lain;

Pasal 23 | i

i
.

Dalam melaksanakan tugas penuntutan dan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Unit Tindak Pidana Illegal Fishing dan Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Liar,

menyelenggarakan fungsi : ~ '

a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang penuntutan berupa bimbindan penuntutan dan
upaya hukum; - . '

b. menelaah data dan laporan dari Kejaksaan daerah merigenai perkembangan penuntutan,
penghentian penuntutan serta-upaya hukum dan grasi; _

c. menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan adrl'ninist:rasi yang berhubungan dengan
kegiatan penuntutan, penghentian penuntutan, upaya hukum dan grasi;

d. mengumpulkan data dan laporan dari Kejfaksaan aerah be;k%naan _pelaksanaan
penuntutan, tahanan, barang bukti/barang sitaan. lyang| berhubungan dengan kesiapan

. penuntutan, penghentian, upaya hukum dan grasi;, L

e. mengelola, menelaah dan menyampaikan pendapat terhadap data|dan laporan vdari
Kejaksaan daerah mengenai penuntutan, perlawanan, penghentian |penuntutan, upaya
hukum dan grasi.

Pasal 24 l

Dalam melaksanakan tugas eksekusi dan eksaminasi sebagaimana dimaksud dalam-Pasal 9,

unit Tindak Pidana Illegal Fishing dan Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Liar

menyelenggarakan fungsi : _ _ ;

a. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang eksekusi dan eksaminasi! berupa pemberian
bimbingan, pembinaan dan petun"jﬁk teknis eksekusi dan eksaminasi; .

b. menelaah data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenal eksekusi dan pengawasan
pelaksanaan putusan pengadilan yang,j:elah'memanyai} kekuatan hukum serta kegiatan
eksaminasi. | '

' ¢. menyiapkan pendapat, saran dan kelengkapan ad:minierasi yang berhubungan dengan

eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang | telah mempunyai
kekuatan hukum tetap serta kegiatan eksaminasi;

d. mengelola, menelaah, menyampaikan pendapat |men nai eksekusi dan pengawasan
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunya ke}(uaian hqkum tetap Serta
kegiatan eksaminasi; :
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PASAL 25

Segala biaya yang timbul sebagai akibat darf pembentukan Satuan Tugas
Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia dan atau hibah., |

wi

BAB X
PENUTUP

PASAL 26 |

dibebankan kepada

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Jaksa Agung

Republik Indonesia.

(2) Apabila terdapat kekeliruan, kekurangan dan ketidakjelasan dalam peraturan ini akan

diadakan perbaikan seperiunya.

Q (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
't

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18
qL,JAKis ABUNG REPU

Januari 2010
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